BABII
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA
DAN KONSEP DASAR HIBAH

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

1.

Pengertian Kompetensi Absolut

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia mempunyai dua macam kompetensi yakni
kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif
(Relatif Competentie) berhubungan dengan daerah hukum suatu
pengadilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan
tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kompetensi relatif
pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan perundang-
undangan.'

Kompetensi relatif Pengadilan Agama scsuai dengan tempat
dan kedudukannya ini terdapat dalam ketentuan pasal 4 Undang-
Undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi “Pengadilan Agama
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya

meliputi wilayah kabupatcn/kota. Pengadilan Tinggi Agama

' Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet

11, 1998), 204.
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berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi
wilayah provinsi.”?

Berdasarkan ketentuan kompetensi relatif tersebut, Pengadilan
Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dibatasi oleh masing-
masing wilayah hukumnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yakni
menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya, sehingga bisa mewujudkan ketertiban hukum dan tatanan
lembaga peradilan yang sistematis. Selain itu juga agar para pihak
tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan
agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya.’

Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu
kompetensi mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan
jenjang pengadilan.” Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi
setiap lingkungan peradilan, secara mutlak menjadi kompetensinya
untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kompetensinya

sekaligus menjadi pembatas secara mutlak tidak berwenang mengadili

? Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang
No. 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

' Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama [ndonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,
(Malang: UIN Malang Press, 2009), [96.

! 1bid. 206.
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bagi lingkungan peradilan lain untuk mengadili perkara yang menjadi
kompetensi absolut Peradilan Agama.’

Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf,
zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”® Kemudian pada pasal
49 huruf (a) sampai (i) diuraikan dalam pasal penjelasan atas Undang-
Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Bahwa yang dimaksud “perkawinan” adalah hal-hal yang
diatur mengenai perkawinan yang berlakti yang dilakukan menurut
syariah antara lain:

a. Izin beristri lebih dari seorang
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

° Nur Lailatul Musyafaah, “Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di
Indonesia”, di dalam: Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bany Quraisy,
2004), 15.

¢ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Dispensasi kawin;

Pencegahan perkawinan

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Pembatalan perkawinan

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
Perceraian karena talak;

Gugatan perceraian

Penyelesaian harta bersama

Penguasaan anak-anak

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

" bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak

mematuhinya

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
Putusan tentang sah tidaknya seorang anak

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

Pencabutan kekuasaan wali

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seseorang wali dicabut
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u.

V.

Penunjukan scorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya

Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang
ada dibawah kckuasaannya

Penetapan asal-usul scorang anak dan penetapan pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dijalankan menurut peraturan yang lain.

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan

Sescorang tentang penentuan siapa yang emnjadi ahli waris,

. - . . .7
penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang

memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau

7 Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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lemnbaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan
tersebut meninggal dunia.®

Yang dimaksud “hibah ” adalah pemberian suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada
orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.’

Yang dimaksud dengan “waqaf “ adalah perbuatan seseorang
atau sekelompok orang (wagifyj untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

: 0
menurut syariah.'

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang waijib
disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh
orang muslim scsuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya.”

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang
memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik

berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki

; Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
? Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
0 Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
"' Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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(karunia) , atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan
rasa ikhlas, dan karena Allah SWT."2

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan
scseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan
hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala
semata.'’

Yang dimaksud dengan “ckonomi syariah” adalah perbuatan
atau kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah,
antara lain meliputi:

a. Bank syariah

b. Lembaga keuangan mikro syariah

¢. Asuransi syariah

d. Reasuransi syariah

e. Reksa dana syariah

f.  Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah

h. Pembiayaan syariah

i. Pegadaian syariah

j- Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan

"* Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
1 Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
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k. Bisnis syariah.'

Berkaitan dengan Kompetensi absolut tersebut, Islam juga
memberikan konsep tentang wilayah kekuasaan Al-Qadi, diantaranya
adalah konsep ihtisan An-nafi, yaitu dimana seorang hakim hanya
diperbolehkan memutus suatu perkara tertentu menurut jenis perkara
yang telah ditetapkan, dan tidak dibenarkan memutus perkara selain
yang telah ditctapkan itu."”

2. Dasar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Islam sebelum
Undang-Undang no 7 Tahun 1989 beraneka ragam. Sebagian
merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian lainya
merupakan produk pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan.
Dasar hukum itu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri
atas:

a. Peraturan tentang Peradilan agama di Jawa dan Madura
(statsblaad 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan statsblaad 1937

Nomor 116 dan 610)

' Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,
'3 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyclenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana,
2007), 71-72



b. Peraturan tentang kerapatan qadi dan kerapatan qadi besar untuk
sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dan Timur (statsblaad
Tahun 1937 Nomor 638 dan 639 )

c. Peraturan Pemcrintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang
pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah syariah di luar
Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 45)."

Keragaman dasar hukum ini menimbulkan ketidakseragaman
susunan pengadilan dan kekuasaan pengadilan. Berdasarkan
statsblaad 1937 Nomor 116, lingkungan peradilan agama di Jawa dan
Madura tidak berwenang mengadili perkara warisan. Sebaliknya
berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 lingkungan Peradilan Agama di
luar Jawa dan Madura mempunyai kompetensi mengadili perkara
warisan.'’

Berdasarkan hal ini kemudian dibentuklah UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama agar tercipta keseragaman
penyelenggaraan Peradilan Agama yang didasarkan atas peraturan

perundang-undangan yang sama, serta untuk mewujudkan

6 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat [slam Indonesia,
(Bandun;i’,: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 126-127

7 Nur Lailatul Musyafaah, “Fluktuasi Kckuasaan Absolut Peradilan Agama di
Indonesia”, di dalam: Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: Pustaka Bany Quraisy,
2004), 13-14
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penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
Selanjutnya mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama

dalam UU No. 7 Tahun 1989 tersebut diatur dalam Bab III Pasal 49

yang menyatakan:

a. Pengadilan Agama bertugas dan brwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan;

2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam; |

3) Wakaf dan shadaqah;

b. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-
undang mengenai perkawinan yang berlaku

c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

. 8
peninggalan tersebut.’

" Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 ini, sejak
diberlakukannya tidak pernah mengalami perubahan, hingga tahun
2006 Undang-Undang ini diamandemen dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 yang
memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama.

Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan antara lain
pasal 49 yang menambahkan ckonomi syariah pada kompetensi
absolut Peradilan Agama dan pasal 2 yang dirumuskan sebagai
berikut: Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Istam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dirhnaksud dalam undang-
undang ini. Perubahan terdapat pada kata-kata “perdata tertentu’”.
Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan “perkara
perdata tertentu”. Penghapusan kata perdata disini dimaksudkan agar
tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi absolut
Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam
seperti yang berlaku di provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat
diadili di Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan khusus dari

Peradilan Agama."

" Abdul Ghofur Anshari, Peradilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun
20006, (Y ogyakarta: Ull Pers, 2007), 50-51
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Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini, menjadikan landasan
hukum positif penerapan hukum Islam lebih kokoh. Hal ini
mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang No. 7
Tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian scngketa
kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yaitu
dalam hal menyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan.

Pertama, menyangkut hak opsi, undang-undang Peradilan
Agama yang lalu antara lain menyatakan dalam penjelasan umum
bahwa: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan
untuk “memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian
kewarisan”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
rumusan tersebut dihapus. Syarat untuk diterapkannya hak opsi dalam
sengketa  kewarisan  adalah  sebagai  berikut:"perkara  yang
disengketakan belum diajukan ke pengadilan, kesepakatan antara
pihak yang berperkara.” Dengan demikian, pada prinsipnya terkait
dengan penyelesaian perkara perdata dasar pijakannya adalah asas
kebebasan berkontrak (ffeedom of contrac) sebagaimana yang

tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata yang intinya menyatakan
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bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-

undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.?’

Kedua, sengketa kepemilikan. Dalam hal ini terjadi sengketa
hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang
beragama Islam dan non Islam mengenai objek sengkcta, maka
menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dapat langsung diputus
oleh Pengadilan Agama.?' Sebagaimana yang tercantum pada pasal 50
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam
perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49, khusus mengenai
objek scngketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

b. Apabila terjadi sengkrta hak milik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang subjek hukummya anatara orang-orang yang
beragama Islam, objek sengketa tersebut harus diputus oleh
Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 49.%

Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang kedudukan

Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

2 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2008), 344.

2 Ibid.,, 344,

2 pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)

1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-
undang.

2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur
dengan undang-undang

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang beradadi bawahnya dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Pecradilan

Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan olch sebuah

Mahkamah Konstitusi

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No.7 Tahun

19.89 tentang peradilan agama, pengadilan agama adalah salah

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berdasarkan
hukum tersebut telah jelas bahwa kedudukan Pengadilan Agama
diakui oleh undang-undang dibawah kekuasaan Mahkamah

Agung, sebagai badan Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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B. Hibah
1. Pengertian hibah

Kata “hibah” berasal dari istilah bahasa arab yang secara
ctimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian
berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada
tangan orang yang diberi.”> Kata hibah adalah Bahasa Arab yang
berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan kepada suatu pihak
kepada pihak lain yang berupa harta atau bukan”.

Menurut terminology adalah ‘“akad yang menjadikan
kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masili hidup dan
dilakukan secara sukarela””’

Apabila ditelusuri istilah hibah itu berkonotasi dengan
pemberian hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan
secara suka rela, serta tidak mengharap imbalan dan jasa. Hibah
dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia
melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada pihak
penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima hibah untuk

mengembalikan.

** Chairuman Pasaribu, Hukuin Perjanjian dalam {slam, (Jakarta: Sinar Grafika,

1994), 113
* Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 242.
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Jadi hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seorang

kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan

dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni,

bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula terbatas

jumlahnya.25

Dalam kitab figih empat madzhab definisi hibah menurut

istilah syara’ dirinci dalam beberapa pendapat imam madzhab sebagai

berikut:

a.

Menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan benda tanpa

- menjanjikan imbalan seketika.

Menurut madzhab Maliki, .hibah adalah pemberian milik sesuatu
zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut
hadiah.

Menurut madzhab Syafi’l, hibah mempunyai dua macam arti
yaitu: umum, mencakup hadiah, hibah, dan shadaqah. Sedangkan
yang khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian
dinamakan hibah zati/ arkan (pemberian yang mempunyai rukun-
rukun).

Menurut madzhab Hambali, hibah adalah pemberian milik yang

dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap scjumlah harta

B Ibid. 74-75.
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yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya,
harta tersebut memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.2

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hibah
merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela(tidak ada sebab
dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak pencrima
pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi
masih hidup.

Kata “di waktu masih hidup”, mengandung arti bahwa
perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila
beralih sesudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa
imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa
mengharapkan apa-apa.’’

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah adalah terdapat dalam firman
Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik
sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan
agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada

menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-

% Al-*‘Allamah Muhammad, Figih Empat Madzhab, Terj: ‘Abdullah Zaki Alkaf,
(Bandung: Hasyimi, 2010), 309-310.

7 Amir Syarifuddin, Pefaksanaan Hukum Waris Islam  dalam  Lingkungan
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 252.
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apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

Sebagaimana dalam firman Allah:

o BBl L g .s 2t g S 4
\DOMYF-"}”‘J@“@MJ}"UJ‘%J'U'
5 £ ’/f

l(._L )

Artinya: “Orang-orang yang menafkalikan hartanya di jalan Allah,

Q:))\_)yfvp-“ Y}Mdp Y)(..@.U .,L..cr._a

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu
dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak
menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di
sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan

tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al Bagarah:262)*

s - ,’/—‘u,J,,E FR 1 .2 . }/::/ z R .
)‘a':.‘&k:))-AJI Ffv\}l /'il.)_ ()l‘pw 1;“,9‘) |}a_g_,
z -
>

= 7 7. K -z A T
okl SIS0 U Ol (S o

Artinya :"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaraniah

kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatiah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Munafiqun:10)*
Dari ayat di atas memang tidak secara langsung menjelaskan

tentang keutamaan hibah, akan tetapi dapat difahami dari makna yang

™ Al Quran Al Karim dan Tetjemahnya, Departemen Agama R1, (Surabaya: Mckar
Surabaya. 2008), 71.
¥ Ibid... 1053,
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terkandung dalam ayat terscbut yang mana suatu pemberian yang
dilakukan tanpa mengharapkan balasan apapun maka akan
mendapatkan pahala tersendiri dari Allah SWT.

Dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya:

A .
>

lor -0 S

i, 133@(;1;35;1;5‘;&@ Iy J6 e dn [, A
“Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW  bersabda: saling
memberi hadiahlah maka kalian akan mencintai.”"

Adapun hadits di atas dapat difahami bahwa sctiap pemberian
atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam,
karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga
dapat menghilangkan kebencian antara sesamé, khususnya antara
pemberi dan penerima.

3. Rukun dan Syarat Hibah
Adapun yang menjadi rukun hibah terdiri dari:
a. Orang yang memberi (Wahib)
b. Orang yang meneriama pemberian (Mauhub-lah)
c. ljab dan qabul

d. Barang ataubenda yang diberikan.’'

30 Bukhori, Shahilr Bukhari 111, Terj: Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy Syifa’,
1993), 577.

¥ Chairuman Pasaribw,Hukum  Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,
1994), 115



Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah itu
dapat dikatakan sah
a. Syarat-syarat bagi orang yang memberikan hibah
1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah dengan
demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain

2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan
oleh suatu alasan

3) Pemberi hibah adalah orang yang cakap bertindak menurut
hukum(dewasa dan tidak kurang akal)

4) Pemberi hibah tidak dipaksa atau sukarela.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah adalah harus orang yang benar-
benar ada pada waktu hibah dilakukan dan haruslah dewasa dan
berakal (aqil-baligh) serta mukalaf, yang mampu bertindak
menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.*

c. Syarat ijab gqabul
1) Qabul haruslah sesuai dengan ijab
2) Qabul harus diucapakan segera setelah ucapan ijab selesai,

tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada

hubungannya dengan akad)

2 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan [slam dengan
Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW), (Jakarta: Sinar Grafika,
1994), 149.
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3) Akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.
d. Syarat-syarat benda yang dihibahkan
1) Benda itu ada wujudnya
2) Benda itu milik si pemberi
3) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin
dibagi
4) Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai
harganya.
4. Penarikan Kembali Harta Hibah
Penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) adalah
merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut
terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun
hibah yang bisa ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau
diberikan orang tua terhadap anaknya.*’

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i:

AV s b i of iyl i Y
Artinya: “7Tidak halal bagi pemberi hibah untuk menarik

kembali hibahnya kecuali seorang bapak. #

* Abdul Manan, Aneka Masalal Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006) 139.

* Tbnu Rusyd, Bidayatul mujtahid, Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), 664.
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Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab
pemberian biasa mempunyai arti yang Icbih luas yaitu meliputi semua
pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai
arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari
obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas
menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah
orang tua kepada anaknya. Hadis-hadits-hadits yang menjelaskan
tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman
penarikan kembali hibah atau sadagah yang lain yang telah diberikan
kepada orang lain.>

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah
diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi Saw. Yang diriwayatkan
dalam shahih Muslim dari Abbas, yang artinya:

Dari Hasan Ibnu Muslim dan Thawus berkata: “Rasulullah saw
bersabda: “Tiada dihalalkan bagi secseorang menarik kembali
pemberian yang telah diberikan, kecuali ia menarik kembali
pemberian yang telah diberikan kepada anaknya”. Aku mendengar
sabda beliau ini ketika aku masih kecil, maka pada saat itu aku belum

mengerti bahwa anjing yang menelan kembali muntahnya, itu adalah

¥ Ahmad Rofiq, Hukwum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema media, 2001) 476.



perumpamaan bagi sescorang yang meminta kembali pemberian yang

telah diberikan”.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan pasal
1668, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut
atau menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain ada,
apabila terjadi hal-hal berikut:

a. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan oleh orang yang menerima hibah, syarat ini
lazimnya berbentuk pembenahan kepada si penerima hibah.

b. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu
melakukan suatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si
penghibah atau suatu kejahatan yang berbentuk lain yang
bertujuan mencelakakan si penghibah.

c. Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah
terhadap diri si penghibah apabila ia jatuh miskin.*¢

Menurut hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang
dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya juga hibah tidak dapat
dicabut kembali oleh pemberi hibah. Hibah yang telah diberikan

kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.

* Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
1994), 121.



Meskipun tidak semua hibah dapat ditarik atau dicabut
kembali oleh pemberi hibah, dalam beberapa hal pencabutan kembali
hibah dibolehkan dengan persetujuan pihak penerima hibah atau harus
dengan persetujuan dari pengadilan.

Terdapat bebcerapa hal hibah yang dapat dicabut kembali:

a. Hibah karena seseorang yang karena hubungan darah mereka
terlarang untuk kawin

b. Hibah antara suami istri dan sebaliknya.

¢. Bilamana pemberi hibah atau peneriama hibah telah meninggal
dunia

d. Bila barang yang telah dihibahkan telah hilang

e. Bila barang yang telah dihibahkan telah dipindahtangankan oleh si
pemberi hibah

f. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian,
sehingga hibah yang demikian lebih bersifat shadaqah dan lain
sebagainya.37

. Kadar atau Kapasitas Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang

mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah

Y Ibid, 122.
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boleh seseorang itu menghibahkan seluruh hartanya kepada orang

lain.

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan
semua harta atau semua apa yang dimilikinya.*® Dan para ulama juga
sepakat boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain.*
Apabila ia mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan ia
deritanya, jika ia tidak sanggup berlaku demikian perbuatan itu
dimakruhkan.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang
melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah.
Atau menghibahkan semua hartanya untuk sebagian yang lain:

a. Jumhur fuqaha bebagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut
hukumnya makruh, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan
menurut mereka.

b. Ahli zahir  berpendapat tidak boleh melebihkan. Apalagi

menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.

* Sayyid Sabiq, Figilt Sunnah 14, Terj, H.A Ali, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987),
181.
¥ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2007), 653.
* Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) 252-253.
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c. Sedang menurut Malik berpendapat boleh menghibahkan semua
hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian orang yang
lain.*!

d. Sedang menurut muhammad Ibnu Hasan dan sebagian mustahgiq
madzhab Hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta meskipun
dalam hal kebaikan.*

Maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua harta
atau sebagian besar hartanya. Dalam hal ini demikian, perlu ada batas
maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seorang, selaras
dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta
peninggalan.* Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 210 (1)
dijelaskan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta benanya kepada orang lain atau lembaga
dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

6. Hibah Menurut Hukum Barat (BW)

Mengenai ketentuan hibah yang ada pada KUH Perdata, yang

mana ketentuan ini merupakan hokum barat yang dibawa oleh

belanda yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar oleh

*! Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj, Abu Usman Fatkhur, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2907), 654-655.

2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah I4Terj, HA Al (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987),
181.

** Muhammad Daud Ali, System Ekonomi Islam, (Jakarta: Ul Press, 1988) 25.
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sebagian besar orang Indonesia yaitu orang yang tunduk pada hukum
positif atau perdata.

Dalam hukum perdata (BW) hibah diatur dalam bab kesepuluh
tentang hibah. Dalam hal ini hibah dijelaskan mulai dari pasal 1666
sampai dengan 1693, di mana pada bagian ke satu pasal 1666 sampai
dengan pasal 1675 adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam
hibah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut, tercantum dalam pasal
1667, bahwasannya: “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda
yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan
ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah
batal ”.*

Jadi dalam hal ini ketentuan BW lebih mengenai tentang
benda atau barang yang akan dihibahkan. Selain itu juga mengenai
penerimaan hibah harus dilakukan dengan akta notaris.*> Yang mana
diatur dalam pasal 1683 KUH Perdata yang menyebutkan “tiada suatu
hibah mengingat si penghibah atau menrbitkan bagaimanapun, selain
mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah
diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan

suatu akta otentik si penerima hibah yang telah dikuasakan untuk

*R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kirab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Pradyna Paramita, 2004) 436.

* Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW Hukuny Islam dan Hukum Adar, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2004), 91.
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menerima penghibah-penghibah yang telah diberikan kepadanya. Jika
penerima tersebut tidak melaukannya di dalam surat hibah sendiri,
maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik kemudian, yang
aslinya harus disimpan. Asal yang demikian itu dilakukan di waktu si
penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibah, terhadap orang
yang belakangan tersebut ini, hanya akan berlaku sejak hari
penerimaan itu diberitahukan kepadanya.™*

Tentang pencabutan dan pembatalan hibah hanya dapat diminta

oleh pemberi hibah, dengan jalan tuntutan pembatalan suatu hibah.*’

C. Kompetensi Pengadilan Agama Mengadili Perkara Hibah

Kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam pasal 49
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan
kompclcnsi kepada pengadilan agama untuk menerima, mcmeriksa dan
mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa
pengadilan agama berhak dan berwenang untuk mencrima, memeriksa
dan mengadili perkara hibah.

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang isinya

menyangkut tentang objek materi perkara di pengadilan agama yang

“R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ()akarta:

Pradyna Paramita, 2004), 438-439,
7 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata
Barat/BW IHukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2004), 92.
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dijadikan dasar kompetensi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara
oleh pengadilan agama. selain itu adapula hal yang perlu diperhatikan
yakni mengenai subjek dari pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 2
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Peradilan Agama
adalah salah saty pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertenty sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini,”*

Pasal 2 inilah yang juga menjadi salah saty asas dari pengadilan
agama yaitu asas personalitas keislaman yang menentukan bahwa
pengadilan agama berwenang mengadilinya, maksud atay penegasan
mengenai asas ini adalah pihak yang bersengketa harus sama-sama
beragama Islam, perkara perdata yang disengketakan harus mengenai
perkara-perkara yang termasuk dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3
Tahun 2006, dan hubungan hukum yang melandasi perkara perdata
tersebut berdasarkan hokum Islam.*

Asas personalitas keislaman inij penerapannya menjadi sempurna
dan mutlak apabila didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur
hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islan. Adapun patokan yang
dipakai pada asas inj adalah berdasar pada patokan umum dan patokan

-_—

* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama,

* Sulaikan Lubis, “Asas-Asas Unum yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama”, di dalam : Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta;
Kencana, Cet. I11, 2008), 606.
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saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seorang

telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melckat asas

personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hukuman hukum

ditentukan oleh dua syarat, yaitu:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama
beragama Islam

2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan
hukum Islam.””

Sehingga asas personalitas keislaman inilah merupakan salah satu
faktor penentu apakah hibah tersebut tunduk pada hukum Islam (KHI)
atau hukum Eropa ( KUHPerdata) yakni dengan menempatkan asas
personalitas keislaman sebagai landasan dan menjadi “anggapan hukum”
bahwa setiap hibah yang diperbuat dianggap dilakukan berdasarkan
hukum Islam (KHI). Serta dengan menitikberatkan ciri hibah kepada
personalitas kcislaman subjek perbuatannya, dalam menilai dan
menentukan apakah dilakukan berdasarkan pada hukum Islam, praktek

peradilan akan terlepas dari jebakan kesempitan faktor bentuk

pembuata|1|1ya.5'

30 .
“1bid.. 66.
" Yahya Harahap. Kedudukan. Kewenangan dan Acara, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed.

11, Cet. IV, 2007) 169.



